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TENTANG

PEMBENTUKAN ORCANISASI DAN TA1N KER.IA UNIT PELAKSANA TEKNISSEKOLAH MENF]NIiAH PERTAMA NEG!]RI PADA OIIVAS POT.TOTOIXAN

DENGAN RT{HMAT TUTIAN YAN'} MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

baiwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 avat llt
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 TaIu; 2Oi7
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi CabanB Dinasdan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu memientuk
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah pertama
Negeri pada Dinas Pendidikan.

Menimbang

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerai Tingkat ll di Sulawesi (l,embaralNcgara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomoi 74, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikal Nasional (l-embaran Negara Tahun 2OO3 Nomor
78, Tarnbaian t-embaran Negara Nomor 43O I ); I
Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 20 I 1 tentang Pembentukan /
Peraturan Pemndan g-undan gan (l,embaran Negara Re publilgf,
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (lrmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol4
Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undarg Undang Nomor 23 'fahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarnba].an kmbalan Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undalg-Undang Nomor 9 Tahur 2O15
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58,
kmbaral Negara Republik tndonesia Nomor 5679);

TarnbahanI



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Nega.ra Republik lndonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalain Negeri Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2017 ter,tal.,g Pedoman Pembentukan dnn
klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana 'Ieknis DaeIah;

8. Peraturan DaerLLh Kairup.rten Tan:l 'loraja Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pe rbcntukan dan Susunan Perzrngkat
Daerai (krribaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
KETEITTUAII I'MIIII

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Torqja sebagai
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tana Toraja.

6. Dinas adalah Dinas Pendidikai Kabupaten Tana Toraia.

uns

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja.

8. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri yarrg seianjutnya
disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas pendidikan.

9. Kepala UPT adala1. Kepala UPT Sekolah Menengah pertarna Negeri.

lO. Rombongan Belajar adalah Satuan Terkecil dari kelas dengan jumlah
peserta didik 28-32 orang.

1I. Tugas ada-lah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

12. Fungsi adalah peke{aar yang merupakan penjabaran dari figas. n,
13. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan

yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang j.rbatan.



(l) Dengan Peraturan BupaLi ini, dibentuk UPT Sekolah Menengah Pertama
Negeri pada Dinas Pendidikan.

{2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (l}, masing-masing tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(3) UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh
Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri, dijabat oleh pejabat
fungsional guru yang diberikan tugas tarnbahan.

(4) Kepala UPI sebagaimara dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

BAB III
SUSUIIAI'I ORGAITISASI

Pasaf 3

(1) Susunan Organisasi UPI terdiri dari:
a. Kepala UPI;

b. Urusan Tata Usaha ;

c. memiliki Wakil Kepala UPI paling banya1< 3 (tiga) orang sesuai dengan
jumlah rombongan belajar dengan ketentuan sebagai berikut;
1. 3 (tiga) sampai dengan 9 (Sembilan) rombel dapat memiliki 1 (satu)

Wakil Kepa.la UPI; 
/2. 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan Belas) rombe.l dapat/_

memiliki Wakil Kepata UPT paling banyak 2 (dua) Wakil Kepala UPIf
dan

3. I-ebih dari 18 (delapan belas) rombel dapat memiliki paling banyak 3
(t iga) Wakrl Kepala UF.l.

d. Jabatan Fungsional.
(2) Bagan susunaa organisasi sebagaimaia dimaksud pada ayat {l),

tercantum pada lampiran II, ttl, dan IV yang merupalan bagiai tidak
terpisahkan dari Peraturar Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAIT URAIAN TUGAS

Bagiaa Keaatu
Tugas, Fung3t, daa UraiaE Tugas Nepala lrpf

Pasal 4

BAB II
PEMBENTUKA!{ DAN I(EDUDUKAN

Pasd 2

(l) Kepala Um mempunvai tugas membantu Kepala Dinas clalam
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan U[,l
Sekolah Menengah Pertama Negeri. - 

/il+
(2) Kepaia UPT dalam melal<sanakan tugas sebagaimana dirnaksud puao uSt

(1), mempunyai fungsi :
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a. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengai Pertama
Negeri;

b. pelaksalaan eva.luasi dan plaporal pelal<sanaal pengelolaan Sekolah
Menengah Pertama Negeri;

c. pelaksanaan administrasi UPT; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas

dan fungsinya.
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) meliputi :

a. men).usun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan membcri petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi darr mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan UPI untuk mengetahui perkembarlgan pelaksanaan tugas;
d. men5rusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan I atalf

menandatangani naskah dinas;
e. rnengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. metaksana-kan kebijalan program, keuangan, umum, perlengkapan,

kepegawaian, dalam lingkungal UPT;
g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan

Sekolah Menengah Pertama Negeri;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan
Sekolah Menengah Pertama Negeri;

i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mentlajar;
j. mengoordinasikan pelaksanaan adJrinistrasi liegiirtan belaJar mElLji,..1.,
k. mengoorclinasikan clan DlerLlfitLlskaLn kebijakzrn Lerkait oel.ri<slr;rariLr

administrasi daI proses kesiatan belajar menqajar;
I. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyeicngqaraan

administrasi darn proses kegiataJl beiajar mengajar;
m. mengoordinasikan dan melal<saiakan tugas-tugas

fungsional guru berdasarkan ketentuan peratu
undangan;

n.mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keualgal, kurikulum, serta
sarana dal prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikarr;

o. mengoordinasikan, mengatur pelal<sanaan kegiatal ektrakurikuler;
p. mengoordinasikan pelal<sarlaai kegiatan kedasama dengan instansi

terkait dan masyarakat;
q. mengoordinasikan dan mengatur pelalsanaan kegiatan dan bimbingan

drluar jam sekolah;
r. mengoordinasikan dan melaksanal<an pcmantauan, pengendalian dan

evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah pertama

". Ii*ril'"..*". koordinasi darr konsr- tasi dengan lembaga ,.^"nnkdan lembaga nonpemerintah daJam ralgka pelal<sanaal tugas darr
fungsi UPt;

t. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan

,#"-,?-,xH:a/



u
Peraturan e"..r.aurg-rr,a"rrg"',]
men]rusun laporan hasil nelaksaaaan tugas Kepala UpT danMembenkan saran pertimbangan kepada ?i""._-.J["# u"r,.-pemmusan kebijakan: dan

melaksanal<an tugas kedinasaa lain yang diperintahkan atasan sesuaidengan bidang tugasnya.

ry

rusa. dar uratan.nfl:;lil".aaD rata u.aha
Pasa' 5

(l) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yangmempunyai tugas membantu Kepala UF,I dalam rnengoordinasikan danmelaksanakan pelayan teknis dan administrasi penfrrsun.l prograrn,
pelaporan, umum, kepegawaian dan keualgan dalam lingkurgan UpI.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menJrusun rencana kegiatan Urusan 'lata Usaha sebagai pedoman

dalam pelalsa-naart tugas:

b. mendistribusikan dan memberi pclunjui( pclaksanaao tugas;

c. memantau, [Iengawasi dan mengcvaluasi Pe]zrksanaan tugars deiarn
lingkungai Urusan Tata Us:rhar untlrk mengetahDi pcrkembzrngon
pelaksanaam tugas;

d. men]'usun r.rncangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangari naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; /
f. melakukan koordinasi pelal<sanaal kegiatan dalan lingkungal UPI/

sehingga terwujud koordinasi, sinkionisasi dan integrasi pelaksanaan
kegiatan;

g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan pen,'r'rsunan program
UPT;

h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan
informasi;

i. mengoordinasikai dan metakukan pelayanan administrasi umum;

j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanart kepegawaian dan
hukum;

k. mengoordinasikan dal melakukan pelayanan administrasi keuangan;

l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaart;

m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanar organisasi
dan tata laksana;

n. mengoordinasikan dan melakukai pelaksanaan
kerumahtanggaan;

o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasal;

u nsan

p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dar
fungsi;
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Sipil Negara sesuai ketentuan peraturanq. menilai kinerja Aparatur
perundang-undangan;

rrenyusun laporan hasil pcl:rksan:ral tugas Kepala Urusan'lata Usaila
clan memberikan satan pertimbangan kepada atasan scbagai baharr
perumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bagia! Ketiga

Tugas dart Uraiau I\rgas Wakil Kepala UPT

Pasal 6

{l) Wakil Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Upl dalam
mengoordinasikan dan melaksalzrkan kebijakal teknis pengelola.ln Upf
Sekolah Menengah Pertama Negeri-

(2) Uraiar tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), metiputi: /
a. merencanakar, metaksalakan, mengawasi, mengkoordinasikal/

pembuatan pelaporan kegiatan standar kompetensi kelulusan, standal
pembiayaan dan pembina OSIS;

b. mengoordinasikan kegiatan kesiswaan dan kegiatan alademik;
c. mengoordinasikan penyelenggaraan bidang kehumasan;
d- menlrusun program, mengoordinasikan, mengelola, melaksanakan

pembukuan dan laporan bidang sarana prasarana;

e. melal<sanakan tugas kcdinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAI

Paaal 7

(l) Jabatan Fungsional sebagaimala dimaksud datarn pasal 3 ayat (1) huruf
d adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. /A-

{2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Upf dilaksanal<an berdasarkan
hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan
perundang undangal.

r

s
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BAB VI

KEPEGAqIAIAN DAN JABATAN

Bagiaa Kesatu

KepegawaiaD

Pasal 8

(1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UF'T dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1i
harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan
P-mcrintahan yang dirarlgalr i.

Bagiaa Kedua

Jabatan

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Kepala UPI dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum
yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangal.

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi den gal pimpinannya.

(3) Kepala UPT dalam melaksanakai sistem pengendalian internal di
lingkungan masing-masing Kepala Sekolah bertanggungiawab memimpin
dal mengkoordinasikal bawahan lan memberikan pengarahan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Kepala UPI dalam melaksalakan tugas melakukan pembinaan clar
pengawasan terhadap satuan orgarisasi di bawahny.r. 4L

Paaal 9 I
Kepala UPI Sekolah Menengah Pertama Negeri serta jabatan fungsional/
merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan-
peral uran perundang- undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasrl 11

Pcmbial/aan untuk rnendukung kegiatan UI,l Sekolah Menengah pertama
Negeri dibebankan pada APBD Kabupaten darr sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan-gan.



Pasal 12
{t) ?:liT IanC,kl mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serrauntuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala Upldapal membentukpanitia atau nama lainn),a dala- Upl de.,gan kepurusan Kipala Upl.
(2) Pembentukan palitia atau nama lainnya dalam UpT sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada kepala Dinas pendidikan.

-8-

BAB IX
XBTEI{TUAN I,.ITIN - I.JUII

BAA X
XETEITUA]Y PEIIUTUP

Pa3al 13

Pasal 14

Ditetapkan di Mal(ale
ggal 28 Des eober. 2c1?

rltra ro*l,JA, @

US BI GXANAE

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

lSar 1e1iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bu-pa^ti ini dengaa penempatannya datam B.,it" ;";;; ilbupaten Tana
I Orala.

Diundangkan di Ma-kale
28 Des enb6r. 20 1?

ARIS DAERAH NABT'PATEI{ TAITA TORAJA,

BURA

E

BERITA D KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 32

Dengan-berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Tana Toraja
*T:: 9I 1+un ?9'2 fll1ic!im99,-rruk"" o;s;;i;;J';;tata rer.1a Unit
;:,AT:1,,-.T1" Dinas (UprD) p€ndidikan pada binas pendidikan Kabupatenrana loraja ltienta Daerah Kabupaten Tana Toraja Talun 2012 No. Ol),dicabut dan dinyatakan tidak berlaliu.

I
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : io TAi{ui 201?
TANGGAL : 23 Dtsd}tsiR 2117
TDNTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT

PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI PADA DINAS PENDIDIXAN

DAFTAR UNIT PET.AKSANA TEKNIS SEKOI"AH MENENGAH PERTAMA
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

52

)
:l

1
:;

I SMPN 4 Bitruang
SMPN Satal) t) l littuan

] SMPN Satap 7_Birtu-.ang
uangrttIJ

l

I

1

3

6

1

Bittuang

3 lBittuans

=

SMPN 2 Bot rgg; rklrndeng_ l7 lf <.r!g&!el44r'rtg
8on karadcnL
Bon adeng

6

SMPN 5 ts<-r

7 SMPN Sata 6 Bon
SMPN 7 Bon

.rde L

Ien Bon ade
Bo

Gan batuSillanan
Gan batriSillrnAn
Kurra
Kurra
Makaie
Makale Selatan
Makale Selatan
Makale Selatan

Rcmbon
Salu ttl
Sarr la'

3

3

3 1

9 SMPN 5 Menskendek 6 1 GandangbatuSillartan
lo. SMPN Satap 7 Mengkendek 3 1 GandangbatrrSillanan

SMPN Satap 9 Mengkendek 3 1

t2. MTSN Kaduaia 6 1

13 3 1

t4. 6 I
l5

SMPN 5 Rantetavo
SMPN 6 Rantetavo
SMPN 5 Makale 1

t6 1

l7 6 1

I8
SMPN Satap 4 Makale
SMPN Satap 6 Makale

SMPN 6 Makalc

1

l9 SMPN 7 Makaie 3 1 Mal<ale Iltara
SMPN Satap 7 Saluputti 3 1 MalimbongBalepc'

21 SMPN Satap l2 Saluputti 3 1 MalimbongBalepe'
22 SMPN Satap 5 Saluputti 1 MalimbongBale pe'
23 SMPN 5 Bittuans 1 1 Masanda
24 SMPN Satap 8 Mengkendek 1 Mengkendek

SMPN I Bonggal<aradeng 1 Rano
26 SMPN Satap 4 Bongqakaradeng 1 Rano

SMPN Satap 5 Rantetayo 3 1 Rantetayo
2A SMPN 9 Salu tti 3 1 Rembon
29. SMPN Satap 6 Saluputti 5 I Rembon
30. SMPN Sata I0 S.rlu tti 5 1 Rembon
3l 1

I
SMPN Sata 3 San la'

3SMPN Szrta I I Salu utti

1

32
lt3
34 SMPN SaLlr 4 San

SMPN Satap 5 Sangatla' 3

I
1 Sangalla' Selatan

36 SMPN Sata 3 Sim 1 Simbuang
37. 3 1 Sim

San la'Selatan

b

r
I$MPN 3 Bo n gg4!qq9!94g

8.

I l.

8

6

20.

6

6

6

3

UT SMPN 8.Saluputti

5

SMPN Satap 6 Simbuang
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1 2 3 5
38 SMPN 9 Simbuang 3 L Simbuang

SMPN 2 Simbuan 6 1 Mappak
40. SMPN 4 Simbuan 6 1 Mappal
4l SMPN 5 Simbuang 3 1 Mappak
42. SMPN 7 Simbuang 3 1

SMPN 8 Simbuang l 1

Mappak
Mappak

44 1

45
1

9

46

SMPN Sata 13 Saluputti
MTSN Salubarani

M.r pak
1 Gandan baruSillanan
1 Simbuan
2 Bittuan

SMPN 1 Sim
47 SMPN S"t"p r g4@4C

9

10
48 i .SMPN 4 Men cndek 1:

10 1

14

14

cql{e
Kurra

ngbatu Sillanan
2 icandan batuSillanan

SMPN 6 Mengkendek
SMPN 4 Rantcta
MTsN Makalc
SMPN 3 Makalc
SMPN 4 Salu uttl

66 SMPN I Makale

)
2

2

2

M.rkale
M.rkale Selatan
Malim ale

Makale

bTORA'A

52
53 11

54 SMPN 2 Bittuang 11 2 Masanda
SMPN 1 Mengkendek 14 2 Mengkendek

56 SMPN 3 Mengkendek t2 z Mengkendek
SMPN 3 Saluputti 12 2 Rembon

58. SMPN ] la t4 2

59 18 2 Bittuang
60 15 2 GandangbatuSillanan
61 18 2 Rantetayo
62 SMPN 2 Salu tti 15 2 Rembon
63 SMPN 1 Saluputti 18 2 Saluputti

SMPN 2 Makale 23 3 Makale Utara
65 -19

3 Sangalla
3

39.

43.

I

1a)

BIRINGKAXAE

55.

Sangalla' Selatan
SMPN 1 Bittuans
SMPN 2 Mengkendek
SMPN 2 Rantetavo

SMPN 2 Sanqalla'



LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

1'EN1'ANG

11-

II PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

: 30 [A!{l]N 201?

.28 xEsElaBn 2cI?

: PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNI'I,
PEI.AKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOI.AHMENENGAH PERTAMA NEGERI (3-9 ROMBEL) PADA DINAS POTVOTOIXAI

rcrauo @-

KEPALA SEKOI,AH

URUSAN TATA
USAHA

WAKIL KEPALA
SEKOLAH

JABATAN
FUNGSIONAL

I

BIRIIIGI(AI{AE



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANA TORA.JA

NOMOR : 3. TAHLN 2017

TANGGAL .28 loslr}tsEi 2C17

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH PERIAMA NEGERI (10-18 ROMBEL)

PADA DINAS PENDIDIXAN
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TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PEI,AKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA NEGERI (LEBIH DARI 18 ROMBEL)
PADA DINAS PENDIDIKAN

roRAr^ (0?-

KEPALA KEPALA

URUSAN TATA
USALIA

WAK]L KEPALA
SEKOLAH

WAKIL KEPALA
SEKOLAH

WAK]L KEPAI-A
SEKOLAH

JABATAN
FUNGSIONAL

BIRII{GXANAE

-13-

t;: ,


